
BUPATI SIDOA I~JO 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENT ANO 
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

01 KABUPATEN SIDOARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHJ\ ESA 

BUPJ\TI SIDOARJO, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka kclancaran pelaksanaan penataan 
dan pembcrdayaan pcdagang kaki lima, pcrlu sualu 
pedoman yang dapal digunakan sebagai acuan bagi 
pcrangkal clacrah dalam mcnj alankan kcwcnangan 
dimaksud; 

Mengingat 

b . bahwa bcrdasarkan perlimbangan scbagaimana 
dimaksud da lam hurur a, pc rlu menelapkun Penataa n 
dan Pembc rdayaan Pcdagang Kaki Lima eli Kabupalen 
Sidoarjo dcngan Peraluran Bupati Sidoarjo; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Lentang 
Pcmben lukan Daerah l<abupulcn Dalam Lingkunan 
Propinsi Jawa Timur Junclo Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Pcrubagan Balas Wulayah 
KolGipraja Surabaya dan Dacrah Tingka l II Surabaya 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tuhun 2004 tentang 
Pemcrinlahan Dacrah (Lcm be1 ra n Nega ra Tah un 2004 
Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) scbagaimana Lelah diubah 
bebcrapa kali Lerakhir dcngan Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 2008 lcnlang Pcrubahan J<cdua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Lenlang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpubl ik Indonesia Nomor 4848); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Ncgara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4725); 

4 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, I<ccil, dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 



u 

2 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tukan Peraturan Perundang-U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang 
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 291); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 
2007 Nomor 1 Seri E); 

10. Peratt.iran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 607); 

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian 
Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat 
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 
Nomor 18); 

16." Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Penerbitan Penetapan Lokasi (Berita 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 42); 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN 
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN 
SIDOARJO. 

BAS I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada 
Pemerin tah Daerah. 

5. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut 
dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan 
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, 
adalah pelaku usaha yang melakukan usaha 
perdagangan dengan menggunakan sarana usaha 
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan 
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, laban 
dan bangunan milik pemerintah dan/ a tau swasta 
yang bersifat sementara/tidak menetap. 

7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan 
untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban 
dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan 
kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, 
ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan 
lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat 
secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim 
usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL 
sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik 
kualitas maupun kuantitas usahanya. 

9. Pendataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan 
mencatat informasi tentang PKL berdasarkan 
identitas, lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha 
dan modal usaha PKL. 

10. Pendaftaran PKL adalah upaya yang dilakukan oleh 
pemerin tah daerah un tuk mengendalikan PKL dan 
menjamin kepastian hukum berusaha. 
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11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha 
PKL yang berada di lahan danjatau bangunan milik 
pemerintah daerah dan/ a tau swasta. 

12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan 
peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah 
daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. 

13. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, 
adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL 
sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan 
dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

BAB II 
RUANO LINGKUP DAN TUJUAN 

Pasal2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati m1 
meliputi penataan dan pemberdayaan PKL. 

Pasal3 

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah : 
a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui 

penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. 
b. mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi 

usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. 
c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib 

dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan 
yang memadai dan berwawasan lingkungan. 

BAB III 
PENATAAN DAN PEMBERDA Y AAN PKL 

Bagian Kesatu 
Penataan PKL 

Pasal4 

Penataan PKL sebagaimana pada Pasal 2 dilakukan 
dengan cara : 
a. pendataan PKL; 
b. pendaftaran PKL; 
c. penetapan lokasi PKL; 
d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan 
e. peremajaan lokasi PKL. 
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Paragraf 1 
Pendataan PKL 

Pasal5 

(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 
antara lain melakukan Pendataan berdasarkan: 
a. identitas PKL; 
b. lokasi PKL; 
c. jenis tempat usaha; 
d. bidang usaha; dan 
e. modal usaha. 

(2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 
Camat bersama aparat kelurahan, berkoordinasi 
dengan SKPD yang membidangi dengan cara antara 
lain: 
a. membuat jadual kegiatan pelaksanaan 

pendataan; 
b. memetakan lokasi; dan 
c. melakukan validasijpemutakhiran data. 

Pasal6 

(1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 
(1) huruf b terdiri atas: 
a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan 
b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya. 

{2} Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan 
b. lokasi PKL yang bersifat semen tara. 

(3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b 
merupakan lokasi bukan peruntukan tempat 
berusaha PKL. 

Pasal 7 

(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan 
lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan 
sebagai tempat usaha PKL. 

(2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan 
lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat 
semen tara. 

(3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal8 

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 
ayat (1) huruf c terdiri atas : 
a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan 
b. jenis tempat usaha bergerak. 

Pasal9 

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8 huruf a an tara lain : 
a. gelaran; 
b. lesehan; 
c. tenda; dan 
d. selter. 

(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud 
pad a Pasal 8 h uruf b an tara lain : 
a. tidak bermotor; dan 
b. bermotor. 

Pasal 10 

(1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 9 ayat (2) huruf a antara lain gerobak 
beroda dan sepeda. 

(2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas : 
a. kendaraan bermotor roda dua; 
b. kendaraan bermotor roda tiga; dan 
c. kendaraan bermotor roda empat. 

Pasal 11 

Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 
(1) hurufd antara lain: 
a. kuliner; 
b. kerajinan; 
c. tanaman hias; 
d. burung; 
e. ikan hias; 
f. baju, sepatu dan tas; 
g. barang an tik; dan 
h. lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Pendaftaran PKL 

Pasal 12 

(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 
2 huruf b dilakukan oleh SKPD yang membidangi 
pendataan dan pendaftaran PKL bersama dengan 
Camat setempat. 
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(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian 
hukum berusaha. 

Pasal 13 

(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 
12 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu 
PKL lama dan PKL baru. 

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran 
usaha kepada SKPD yang membidangi melalui 
Camat. 

Pasal 14 

( 1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut : 
a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di 

lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; 
danfatau 

b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di 
lahan atau lokasi yang tidak sesuai 
peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi 
semen tara; 

(2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang 
tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, dilakukan relokasi. 

Pasal 15 

( 1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah 
berusaha sebagai PKL di daerah. 

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mengajukan permohonan pendaftaran untuk 
berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah kepada SKPD yang membidangi 
pendataan dan pendaftaran PKL melalui Camat. 

Pasal 16 

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi : 
a. permohonan TD U; 
b. penerbitan TDU; 
c. perpanjangan TDU; 
d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU; dan 
e. penerbitan Kartu Anggota. 
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Pasal 17 

(1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a kepada SKPD 
yang ditetapkan membidangi urusan pendataan dan 
pendaftaran PKL melalui Camat. 

(2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) paling sedikit harus melampirkan berkas 
permohonan sebagai berikut: 
a. kartu tanda penduduk yang beralamat di 

Kabupaten Sidoarjo; 
b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em 

sebanyak dua lembar; 
c. mengisi formulir yang memuat tentang : 

1) nama; 
2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal; 
3) bidang usaha yang dimohon; 
4) tempat usaha yang dimohon; 
5) waktu usaha; 
6) perlengkapan yang digunakan; dan 
7) jumlah modal usaha. 

d. mengisi formulir surat pernyataan belum 
memiliki tempat usaha; 

e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan 
untuk menjaga keindahan, ketertiban, 
keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta 
fungsi fasilitas umum; dan 

f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat: 
1) tidak memperdagangkan barang ilegal; 
2) tidak merombak, menambah, dan mengubah 

fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau 
lokasi PKL; 

3) tidak memindahtangankan TDU kepada 
pihak lain; dan 

4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan 
atau menyerahkan tempat usaha PKL 
apabila: 
a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu 

dibutuhkan dan atau dikembalikan 
kepada fungsinya; 

b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu 
bulan; dan 

c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak 
menjadi usaha kecil. 

(3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis 
tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk 
kegiatan usaha harus bernomor kendaraan daerah. 
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(4) Format dan susunan berkas permohonan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, d, e dan f 
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 

(1) SKPD yang membidangi urusan pendaftaran PKL 
mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, 
dan huruf f kepada Lurah melalui Camat. 

(2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta 
formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Lurah setempat. 

Pasal 19 

(1) SKPD yang membidangi urusan pendaftaran PKL 
melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL. 

(2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi 
persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU. 

Pasal20 

(1) SKPD yang membidangi pendaftaran PKL 
menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17. 

(2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1}, dengan ketentuan : 
a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sejak tanggal penerimaan surat 
permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan 
benar; 

b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 
(satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak 
bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang 
bergerak; 

c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 
terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat 
diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi 
perkembangan usaha; dan 

d. Penerbitan TDU tidak dipungut biaya. 
(3) Format TDU sebagaimana dimaksud ayat (1) 

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal21 

(1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi 
persyaratan, kepala SKPD yang membidangi urusan 
pendaftaran PKL menyampaikan surat penolakan 
penerbitan TDU. 

(2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan. 
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(3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan 
surat permohonan pendaftaran. 

Pasal22 

(1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum 
berakhirnya masa berlaku TDU. 

(2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 
melalui SKPD yang membidangi pendaftaran PKL 
bekerjasama dengan Camat. 

Pasal 23 

(1) SKPD yang membidangi urusan pendaftaran PKL 
dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 huruf d. 

(2} Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan apabila : 
a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang 

.terdapat di dalam surat pendaftaran; 
b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi 

ditetapkan sebagai tempat usaha PKL; 
c. pemegang TDU melanggar ketentuan 

perundang-undangan; 
d. tidak memperpanjang TDU; 
e. tidak melakukan usaha PKL lagi; danfatau 
f. dipindahtangankan TDU PKL. 

(3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 huruf d apabila: 
a. pemegang TDU meninggal dunia; 
b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; 

dan 
c. pemegang TDU pindah lokasi usaha. 

(4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka 
suami, isteri, danfatau anak pemegang TDU dapat 
mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan 
tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17. 
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Pasal 24 

(1) SKPD yang membidangi urusan pendaftaran PKL 
dapat menerbitkan Kartu Anggota PKL sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 huruf e. 

(2) Kartu Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) 
merupakan bukti aktif keanggotaan PKL yang 
memuat tentang: 
a. identitas PKL; 
b. lokasi PKL; 
c. bidang Usaha PKL; 
d. nomor TDU; dan 
e. masa berakhir TDU; 

(3) Permohonan kartu anggota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan 
berkas permohonan sebagai berikut: 
a. kartu tanda penduduk yang beralamat di 

Kabupaten Sidoarjo; 
b. pas photo terbaru berwarna ukuran 2 x 3 em 

sebanyak satu lembar; dan 
c. TDU PKL asli dan salinan sebanyak satu 

I em bar. 
(4) Format Kartu Anggota sebagaimana dimaksud ayat 

(1) tercantum dalam lampiran dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Penetapan Lokasi PKL 

Pasal25 

(1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai 
peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan 
usaha PKL. 

(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, 
estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, 
kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten. 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan lokasi binaan. 

(4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi 
dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda 
yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasa126 

(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (3}, terdiri atas : 
a. lokasi permanen; dan 
b. lokasi sementara. 
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(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan 
aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain 
fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. 

(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau 
pusat-pusat promosi produk unggulan daerah. 

(4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b merupakan Iokasi tempat usaha PKL 
yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan 
oleh pemerintah daerah. 

Pasal27 

SKPD yang membidangi penetapan Iokasi PKL 
menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (4). 

Paragraf 4 
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL 

Pasal 28 

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai 
peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi 
PKL ke tern pat/ ruang yang sesuai peruntukannya. 

(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(3) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati. 

Paragraf 5 
Peremajaan Lokasi PKL 

Pasal29 

(1) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dapat direvitalisasi 
sesuai kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan 
daerah. 

(2) Revitalisasi lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, 
sarana dan utilitas kota. 

Bagian Kedua 
Pemberdayaan PKL 

Pasal30 

Pemberdayaan PKL sebagaimana dalam Pasal 2 antara 
lain melalui : 
a. peningkatan kemampuan berusaha; 
b. fasilitasi akses permodalan; 
c. fasilitasi bantuan sarana dagang; 
d. penguatan kelembagaan; 
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e. fasilitasi peningkatan produksi; 
f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; 

dan 
g. pembinaan dan bimbingan teknis. 

Pasal31 

{1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30, dapat dilakukan melalui kemitraan/ 
program tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR 
(Corporate Social Responsibility). 

(2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. penataan peremajaan tempat usaha PKL; 
b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui 

bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; 
c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; 

dan 
d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan 

perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah 
dan nyaman. 

Pasal32 

(1) Program penataan dan pemberdayaan PKL 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 30 
disusun dalam RPJMD sesua1 dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang perencanaan pembangunan daerah. 

(2) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan 
PKL Bupati menetapkan Tim. 

(3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan dan program pembinaan 

PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana 
pembangunan daerah; 

b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan 
tempat berusaha PKL; 

c. mengembangkan kerjasama dengan 
Kabupaten/Kota lainnya; 

d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; 
dan 

e. melakukan pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan 
PKL. 

(4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) 
ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati. 
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BAS IV 
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 33 

(1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
penataan dan pemberdayaan PKL di wilayahnya. 

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan bersama SKPD 
yang membidangi. 

(3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 
2 (dua) kali dalam setahun dan/ a tau sewaktu-waktu 
apabila diperlukan. 

Bagian Kedua 

Pelaporan 
Pasal34 

( 1) Camat menyampaikan laporan basil pelaksanaan 
penataan dan pemberdayaan PKL kepada Sekretaris 
Daerah selaku Pembina Tim Penataan dan 
Pem berdayaan PKL. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dengan tembusan disampaikan kepada Bupati. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan 
Januari tahun berikutnya. 

BABV 
HAK DAN KEWAJIBAN PKL 

Pasal35 

PKL mempunyai hak antara lain: 
a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha dan 

kartu anggota PKL; 
b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah 

ditetapkan; 
c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau 

pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di 
lokasi yang bersangkutan; 

d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, 
supervisi dan pendampingan dalam pengembangan 
usahanya;dan 

e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan 
pinjaman permodalan dengan lembaga keuangan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal36 

PKL mempunyai kewajiban antara lain : 
a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; 
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b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah 
ditetapkan oleh Bupati; 

c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, 
kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; 

d. menempatkan dan menata barang dagangan 
danjatau jasa serta peralatan dagangan dengan 
tertib dan teratur; 

e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan 
urn urn; 

f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa 
menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila 
lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan 
atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh 
pemerintah daerah dan atau pihak swasta atas ijin 
Bupati; 

g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah 
ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang 
dimiliki PKL. 

h. memasang TDU di tempat usaha yang mudah dilihat 
khalayak umum. 

BAB VI 
LARANGAN 

Pasal37 

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang 

tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; 
b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta 

fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL 
yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati; 

c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan 
tempat tinggal; 

d. berpindah tempat atau lokasi danjatau 
memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan 
dan seijin Bupati; 

e. menelantarkan danjatau membiarkan kosong lokasi 
tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus 
selama 1 (satu) bulan; 

f. mengganti bidang usaha dan/ a tau 
memperdagangkan barang ilegal; 

g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak 
dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, 
dan/ a tau bangunan di sekitarnya; 

h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, 
kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal 
dan terkendali; 

1. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan 
kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat 
larangan parkir, pemberhentian sementara, atau di 
atas trotoar; 
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J· memperjualbelika n a la u menyewakan tempa t usaha 
PKL kepada pedagang la innya; 

k. lidak sesuai waktu usaha dan menjadikan bangunan 
permanen. 

Pa sa l 38 

( 1) Setiap orang dila ra ng melakuka n tra nsaksi 
perdagangan dengan PKL pada fasili tas-fasi li tas 
umum ya ng dila ra ng untuk tempa t usa ha a ta u 
lokasi usaha PKL. 

(2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempal usaha 
PKL sebagaimana d ima ksud pada ayat {l) d ilengka pi 
dengan rambu ata u Landa larangan untuk tempat 
atau lokasi usa ha PKL. 

(3) Bupa ti mengena ka n sanksi a ta s pela nggara n 
sebagaimana yan g dimaksud pada ayat (1) sesuai 
kc lenlua n pera lura n pcrunda ng- unda ngan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sa l 39 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan 
p engundangan Pe raturan Bupati tnt dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sidoarjo. 

Diunclan gkan di Sid oarjo 
pad a tanggal l~ (1 LX11 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 

VI NO Rg TIAWAN 

Ditetapkan 
pa cla tanggal 

di S I D 0 A R J 0 
16 Juni 2014 

BUPATI SIDOARJO, 

ttcl 

H. SAIFUL ILAH 

2014 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 23 



LAMPI RAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR 23 TAHUN 2014 
TANGGAL : 16 JUNI 201 4 

A. FORMAT DAN SUSUNAN PERMOHONAN TANDA DAF'TAR USAHA 
PEDAGANG KAKI LIMA 

FORMULI R 
( FO RM j ot) 

l'f.~I ERINTAH 
Kr\ BUI'ATEN SIDOARIO 

PERMOHONAN TANDA OAFTAR USAHA 
PEDAGANG KAKI LIMA 

-
2 

0 

\,1\ 

m 
0 

)> 
;;-; 
)> 

2 

C) 
;::J 
)> 
-4 

V> 

0 

~ 

c 
J> ,..... 
co 
m ,..... 

NO MOR BERKAS :CCD ·I I I I I TAHUN :I I I I I 
IDI'S PET, u;.,l 

JENIS PERMO HONAN : ~11 PtM?.SITAf, I I oz l PERP;.I\J .\r-.G""' ] I 03 1 PEI\C-"SUT;.r; I 
lOIS J. ".<: J. ·;.;<.;'11 

IOENTITA S 

NA M A PEDAGANG : [ I I I 1-TI I I I I lii I I I 
TEMPAT, TANGGALLAHIR : I I rn -rn ·l I I I I 
JENIS KELAMIN : [ ] lAKI-LAKI I l I PEREM PUAN I 
NOMOR IOENTITAS (KTP) :0 I I I I I LCD I I 1111 
A LAMAT/TELEPON : I .J 
PENDIDIK..\N TERAKHIR : I I TK/ RA I I I SD/ SEDER.tJAT I I I SLTP/ SEDERAJZ.T I 

' [ I SLTA/SEDERAJAT ) ~ADEMI J I I -•,RGI.IRI.!,iN I 
T .. G 

LO K ASI PEDAGANG K A K I ll M A 

LOKASI YANG OIMOHON : r l 
DESA/ KELURAHAN : I I KODE : I I - I I 

(JIISI PE~ tf.AS 

J E N I S TEMP AT USAHA 

JEN IS TEMP AT USAHA :[ 11 I TIOAK SERGERAK I 
D:P". I-' 5E~JAl ~ON:JI) !JAN I l A I GE LARAN I 1 r c 1 TENDA I o:c: 'l· ,_., .;, 

I B I LESEHAN I DiJ SELTER I 
[ I 2 BERGERAK I 

I /.. I TIDAK BERM OTOR I 
11 I GEROBAK BERODA I [ I 2 I SEPEDA I 

I s] BERMOTOR I 
I I 3 I KENDARAAN BERMOTOR RODA OUA I 
I I J KENDARAA~ BERMOTOR ROOA TIGA I 
0 ... :..1 KENDARAAN BERMOTOR RODA EM PAT I 
NO MOP. :[ ]· rTm ·rn 1\ENDARMN 

NOM OR BPKS : [ I I I I I I I ]_j 
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( FORM I 01 ) 

PEr>H, RIVI'AII 
10\0UPATEN SIDOAR]O 

2 

0 

l.n 
m 
0 

)> 

"' )> 

2 

G) 
;o 
)> 

--1 

0 
)> 

"' 
0 

-o 
m 
;o 

c 
)> 
r 
c;: 
m 
r 

"' )> 

2 

B ID ANG USAHA 

BIDANG USA.HA : I A KULINER 

[ B KERA JIN/l.N 

I c TANAMAN HIAS 

l D BURUNG 

llil iKAN HIAS l 
[ I F ~ BAJU, SEPATU DAN TAS l 
Ll G I BARANG ANTIK l 
I I H ILAINNYA J 

S?ESIFIK : I 
'.~OMeN; trdh;.,\.:..N . 

W A K T U US AHA 

WAK1U US.A.HA [ I PAGI - PUKUL 05.00 S.D. 13.00 WI B I 
[ I SORE - PUKU L l3.00 S.D. 21.00 WI B I 
I I MALArv1 • PUKUL 21.00 S.D. 05.00 WI B I 

M 0 D A L US AHA 

MODAL USAHA : D Rp. 5.000.000,00 - Rp. 20.000.000,00 I 
i I Rp. 20.001.000.00 - Rp. 30.000.000.00 I 
I I Rp. 30.001.000,00- Rp. 50.000.000,00 l 

SUMBER MODAL USAHA : I I PRIBADI I I I PATUNGAN I I I PINJAMAN 

DEMIKIAN PERMOHONAN INI KAMI SAMPAIKAN DAN DIBUAT DENGAN SEBENARNYA. 

UNTUK SELANJUTNYA MOHON DENGAN HORMAT DAPATNYA DIP ROSES SEBAGAIMANA 

KETENTUAN YANG BERLAKU. ATAS PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN TERIMA K.ASIH. 

-I SVARM PE RMOHONAN P£t\GAJUAN rou PKL MENGETAHUI SIDOARJO, .. .. ...... .... .. ...... .. .. 
I. >eTP 1•\S.LI & 5-AUNAf\. llEMSAR) PETUGAS, PEMOHON, 
2. P;.s PHOTO TERBARU BEP.WARNA U\URhl\ -lX6 

SESh\YCIK 2lE MilAR 
3.1VENGISI FORMUliR F(Rf\'OHONAN (FORM-0 1) 
4.MENG I$1 SURAl PtRI\VAT..\AN ( fO~ Iv' 02) 
S.M(NGISI SU RAT PE RNY1\TAAN (FOHM·03) 
6. MENGt$1 SURAl PE P.IWAT 4AI\ (FORto.' -04) 
SELURUH BERKAS HAR.:.P 011_-f.SU,Ioi.A• t,:fDAt.::.V 

..................... .......................................... 
:";.t .. s. · .... · - ti• .. t.J t .. · ... :. ·.:.• ~ .. ·• ~ •. •• .. ·:r .. N 

MAP WARNA BIRU. 

I 

I 
I 
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B. F'ORMAT SU RAT PERNYATAAN BELUM MEM ILIKI TEMPAT USAHA 
PEDAGANG KAKI LIMA 

( fORM I 02 ) 

PHIERINTA II 
KADliPATEN SlD0,\11)0 

SURAT PERNYATAAN 
BE LUM MEMILIKI TEMPAT USAHA 

YANG BERTANDATANGAN DIBAWA INI, SAYA : 

NAMA LE NGKAP : I I I I I I I I I I [ I I I I I I 

I I I I I I I ! u I I i I I I I 
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : I I OJ· OJ ·I I I I I 
JENIS KELAMIN :II LAKI-lAKI ] I I PERE MPUAN I 
NOMOR IDENTITAS (KTP) :0 I I I ]_j L l 11 I I I I I I 
ALAMAT/ TELEPON 

1 

LOKASI PKL YANG OIMOHON : I _j 

OENGAN INI MENYATAKAN BELUM MEM ILIKI TEMPAT USAHA 01 WILAYAH KA BUPATEN SIDOARJO 

UNTUK SAYA GUNAKAN SEBAGAI TEMP AT DAGANG. 

,., DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI OIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DIGUNAKAN 
0 
:lJ SEBAGAIMANA MESTINYA. 
$ 
c 
,.... SIOOARJO, ............. ............ .............. . 

-z 

0 

V\ 
m 
0 -
> 
"' > 
z 
C) 
;lJ 

)> 
~ 

V\ 

0 
)> 

"' 
0 

c 
)> 
,­
OJ 
m 
r-

"' > 
z 

YANG MEMBUAT 0 ERNYA.T,\..\N, 

·A~D~ Tr\t~Gt. ~ N.\r·~,A ·tR.:\NC~ DA~ 

• fi •,l : ' L '/.l .. (P~ \l • I_IKUN-. -~.~\ 
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C. F'ORMAT SURAT PERNYATAA N KESANGGUPAN PEDAGANG KAKI LIMA 

( FORM I 03 ) 

PE.'IERJ:-.'T.HI 
KABIJPATEN SIDOAR)O 

SURAT PERNYATAAN 

-n 
0 
::0 

~ 
c ,.... 

2 

0 
V'l 
m 
0 -> 
"' > 
2 

Gl 
::0 
)> _. 
V'l 

0 
)> 

"' 0 

~ 
m 
:;o ..... 
c 
> ,.... 
CP 
m ,.... 

"' > 
2 

KESANGGUPAN 

YANG BERTANDA TA NG AN DIBAWA INI, SAYA. 

NAMA LENGKAP 

TEMPAT, T.!.NGGALL:.hiR 

JENIS KELAMIN I PEREM PUA!T} 

NOMOR IDE NTITAS (KTP) I I I I I I _D 
ALAi\IAT/TELEPON 

LOKASI ?Kl YANG DIMOHON 0 I __________________ _____J 

DE NGAN INI MENYATAKAN S~NGGUP J'IJTUK MENJAGA KEINO.:.h..lN, <ETERTIS.:.N. KEAMANA;Il, 

KEBERSIHAN DAN KESEHATAN SERTA FUNGSI F.lSILITAS UMUM 01 TEI\1;>-H ..l.T~U LOKASI °Kl 

TEIVPAT SAYA BERDAGANG 01 WILAYAH KABUPAHN SIOOARJO. 

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DIGU NAKAN 

SEBAGAIMANA MESTINYA. 

SIDOARJO ........... ...... ..................... . 

Yt..NG MEMSUAT PERNYATAAN, 
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D. F'ORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA PEDAGANG KAKI 
LIMA 

( FOHI\1 I (H) 

l '[ ~l ERJI\'TA il 
I<A BUP.\ TEN SIDOAfiJO 

., 
0 
:;:) 

$ 
c ,... 

2 

0 -
V> ,., 
0 

~ 
;o:: 

> 
2 

C'l 
:;:) 

> 
-4 

V> 

-4 

0 
> 
;o:: 

0 

c 
> ,... 
OJ 
m ,... 
;o:: 

> 
2 

SURAT PERNYATAAN 
KE SANGGUPAN LAINNYA 

YA"'G BEqTANDA TANGAN DISA\'!A INI, SAYA : 

NAMA LENGKAP 
= [ f_l_l_l_!__.____, I l I III l_l] 

I ! I I ~Tl~~-1 l I I I I 
TEMP;.T, TANGG-<L LAHIR . "-- rn ·til -ITI-0 
JENIS KELAMIN : I I LAKI-LAKI ~EMPUA~ 
NO~'OR IDENTITAS (KT?) =Ll I [I I 1-l [ 1· 1.--. -,--,.---1 I i~ 

ALAMAT/TELE?ON 

LOKASI =>KL YANG OIMOHON : I 
DEII;GAN INI \tlE' 'r'ATAKt.l\; S.:-NGGUP vWu-< 

• . TIDAl( i\ ' EMPE~OAGANGKAN BARA~G ILEGA.l. 

2. TIDAK MEROMBAK, MENAMBAH DAN MENGUBAH FUNGSI SERTA FASI LITAS YANG ADA 

OITEMPAT AT..\U LOKASI PKL 

3. TID.AI{ MEMINDAHTANGANK:.N TOU KEPADA PIHAK LAIN 

~ . MENGOSONGK.:.N, I\.1ENGE\.1BALIKA 'IJ ATAU MENYERAHK.:N - EMPAT US!..rit. ?KL. APABIL.:. 

A. LOKASI OIMAKSUD SEWAKTU·WAKTu OIBUTUHK..\(1. Ot.N ATAU Oli\EMBALII(AN KEPAOA 

FUNGSINYA: 

B. LOKASI USAHA TIOAK OITEMPI.TI SELMvlA SATU BUL:-N: 

C. SETELAH OIEVALUASI Pil.l DINILAIL~Y.!K I\1 ENJ;,QI US..\1-'~ '<ECIL 

DEMIKIA N SURAT PERNYATAA N INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN OAPAT OIGUNAKAN 

SEBAGAIMANA MESTINYA, 

SIOOARJO ........................ ........... .. 

YAt\G MEMBUAT ?ERNYATAAN, 

!M.OA ·:.'l•;.:.•.,r.:.v:. "E~A'.G tO:.N 
:• rt-:•tl ': ...... E=t ... str .'·'·,~·.J ·:O 
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E. FORMAT DAN SUSUNAN TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA 

PE\I£Rl):T.-\ II K A BVPATE~ IDOARJO 

DINAS KOPERASI , UKM, PERINDU STRIAN, 
PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

Jalan Jaksa Agung R. Suprapto No. 9 Telp. / Fax. !03 1 l 8921220 
SIDOARJ0-61218 

TANDA DAFTAR USAHA 

PEDAGANG KAKI LIMA 

BERDASARKAN PERATUR,-\N f\IENTI:RI DALJ\;\1 NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NO~I OR 41 TAIIUN 201~ TENTANG PED0!\1AN PENATr\r\N Dt\N P~~IRERDAYr\r\~ 

PEOAGANG K1\l(l LI~IA 

NOMOR TOU : 1 1 1 . o . ~ . o . u . m-~~~ 
BERLA 'US/DTANGGAL : o. rn_,_, , IJ-IJ . co_o 
NAMA PEDAGANG 

ALAMAT 

LOKASI PKL 

JENIS TEMPAT USAHA 

BIDANG USAHA 

:D-..___ ____ __ 
D-L---------' 

0 -
NOMCR KENOAR:.AN 0 . 0 -rn -rn 

:0 - l 
S=>ESIFIK 

S1L>O.\RJO. 

1-:LP.\1 \ 1)1:--!.\S 1-:0P[R.-\SI UKl\1 
PEIU~DUSTnl.\~ PERD:-\G.-\~GA,\J ESDI\1 

1\ .\lHW.·\ TE~ SIDOAI\10 

P.mgkal 
'\1P 
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F. FORMAT KARTU ANGGOTA PEDAGANG KA KI LIMA 

PAS FOTO 

2 X 3 

BUPATI SIDOARJO, 

tld 

H. SAIFUL ILAH 


